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Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,

maka yang bertandatangan dibawabh ini:

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dan

DIREKTUR EKSEKUTIF
PUSAT MEDIASI NASIONAL
Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PUSAT MEDIASI NASIONAL

Sepakat mengadakan kerja sama dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Pelatihan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi bidang pengadaan dan
saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian
Kerjasama antara Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pejabat
Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua
Ribu Tujuh Belas (14 — 2 — 2017).
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